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BUPATI NUNUKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
NUNUKAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN 2018

Menimbang

BUPATI NUNUKAN,

a. bahwa untuk meningkatkan Cakupan Pelayanan

terhadap Akses Air Minum bagi masyarakat, perlu
dilakukan penambahan penyertaan modal
Pemerintah Daerah ke dalam Modal Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan;

. bahwa dalam rangka mengikuti Program Air Minum

APBN pada Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah telah
menyanggupi untuk mengikuti program tersebut
dan bersedia mengalokasikan dana APBD Tahun
Anggaran 2018 wuntuk membiayai pelaksanaan
penyediaan layanan air minum perpipaan untuk
1.000 (seribu) unit sambungan rumah untuk
masyarakat berpenghasilan rendah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2002
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
kepada Pihak Ketiga dan Pasal 9 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Nunukan, serta Pasal 7 Peraturan Daerah
Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Investasi Pemerintah Daerah, bahwa Penambahan
Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Nunukan Kepada Perusahaan Daerah Air
Minum Tahun 2018;



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3962);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Repubik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)

. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);



Memperhatikan

Menetapkan :

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan  Keuangan dan  Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18

Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten
Nunukan Tahun 2002 Nomor 29 Seri E Nomor 12)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor
18 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten
Nunukan Tahun 2014 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3

Tahun 2013 tentang Investasi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor
03);

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan
Keuangan Daerah;

2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah;

3.Peraturan Menter Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN NUNUKAN KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN
2018.

Pasal 1

Menetapkan  Penyertaan Modal kepada PDAM
Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah)



Pasal 2

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud
Pasal 1 dibayaran dalam 2 (Dua) tahap.

Pasal 3

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pasal dua (2)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan  Bupati ini dengan
penempatannya dalam Dberita Daerah Kabupaten
Nunukan

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 24 Juli 2018

BUPATI NUNUKAN,
ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 31 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

SERFIANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinar-Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT'DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum
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